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ABSTRAK

PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)

Oleh:
Vina Andika Krisnawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Peran Perangkat Desa, Sistem
Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan sampel kepala desa,
sekretaris desa, bendahara, kasi, kaur, dan kepala dusun yang bekerja di
kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 228, berdasarkan metode purposive sampling. Pemilihan pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan Sistem Pengendalian Internal,
Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci:peran perangkat desa, sistem pengendalian internal, partisipasi
masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Xiii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1
menyebutkan bahwa dana desa masuk dalam salah satu pendapatan desa.
Undang-undang desa telah memberi kesempatan bagi pemerintah desa untuk
mengurus tata pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa diharapkan untuk
lebih mandiri dalam mengurus dan mengelola pemerintahan serta sumber
daya yang dimiliki. Kebijakan alokasi anggaran yang besar memiliki
tanggungjawab terhadap pengelolaan yang seharusnya dilaksanakann secara
profesional, efektif,efisien,serta akuntabel. Mengingat dana yang diterima
oleh desa jumlahnya cukup besar dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Situasi pengunaan dana desa rawan terhadap penyelewengan dan
penyalahgunaan yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya bisa
dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju.
Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan
menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang
bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan
pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi
(Abidin, 2015).

Setiana & Yuliani (2017) menyatakan bahwa temuan LSM Jaringan
Paralegal Indonesia (PJI), sebagian korupsi ditingkat desa bukan karena niat

kejahatan Kades melainkan karena ketidakpahaman para Kades dalam



mengelola anggaran dan alokasi dana desa. Selain itu juga disebabkan karena
minimnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu perlu
diketahui sejauh mana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Salah satu aspek yang menjadi permasalahan adalah sumber daya
manusia, terdapat potensi persoalan yaitu tenaga pedamping berpotensi
melakukan korupsi karena lemahnya memanfaatkan aparat desa (Umaira &
Adnan, 2019). Suatu pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh
perangkat desa dalam pengelolaan dana desa adalah dengan membuat
Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk informasi dalam
pengelolaan dana desa ditahun selanjutnya. Dari hasil wawancara dengan
perangkat desa bagian dana menyatakan bahwa Kecamatan Secang tidak
membuat Laporan Realisasi Anggaran dalam pengelolaan dana desa,
perangkat desa hanya menggunakan laporan pagu untuk merealisasikan dana
desa.

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan
pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sumber daya
manusia bisa dilihat dari aparat perangkat desa itu sendiri. Jadi semakin baik
peran perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
anggaran dana desa (Yesinia et al., 2018).

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan
anggaran dana desa yang selanjutnya akan diserahkan kepada beberapa

kecamatan yang ada dibawahnya. Dana desa yang diperoleh Kabupaten



Magelang meningkat setiap tahunnya. Adapun rincian jumlah anggaran dana

desa dapat dilihat pada tabel rincian alokasi dana desa Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1. Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang

Anggaran Dana Desa

Anggaran Dana Desa

No Kecamatan 2018 2019

1 SALAMAN 17.681.511.000 20.632.388.000
2 BOROBUDUR 16.818.081.000 19.447.049.000
3 NGLUWAR 6.574.540.000 7.756.948.000

4 SALAM 9.904.183.000 11.217.839.000
5 SRUMBUNG 13.768.909.000 16.504.217.000
6 DUKUN 12.508.751.000 14.987.258.000
7  SAWANGAN 13.525.412.000 16.263.917.000
8 MUNTILAN 10.193.906.000 11.976.700.000
9 MUNGKID 11.755.338.000 13.745.453.000
10 MERTOYUDAN 10.446.493.000 12.902.025.000
11 TEMPURAN 13.653.395.000 15.947.053.000
12 KAJORAN 25.138.293.000 29.812.020.000
13 KALIANGKRIK 20.336.583.000 13.077.182.000
14 BANDONGAN 12.515.074.000 15.195.070.000
15 CANDIMULYO 16.283.778.000 19.750.631.000
16 PAKIS 18.851.141.000 21.895.171.000
17 NGABLAK 14.730.459.000 25.044.451.000
18 GRABAG 26.594.007.000 31.313.428.000
19 TEGALREJO 17.695.398.000 20.237.389.000
20 SECANG 15.888.083.000 20.257.888.000
21 WINDUSARI 18.949.088.000 21.332.900.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019

memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian

Kecamatan Secang Kabupaten Magelang terdiri dari 19 desa yang

jumlah anggaran dana yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Rincian Dana Desa Kecamatan Secang

No Desa Alokasi Per Desa
1 Madusari 1.026.659.000
2 Madyocondro 1.216.934.000
3 Ngabean 948.940.000
4  Kirincing 1.029.082.000
5 Donorejo 856.394.000



No Desa Alokasi Per Desa
6 Candisari 1.200.435.000
7  Candiretno 1.191.365.000
8 Pancuranmas 916.519.000
9  Jambewangi 949.519.000
10 Payaman 907.826.000
11  Kalijoso 883.673.000
12 Ngadirojo 1.049.152.000
13  Karangkajen 1.136.542.000
14 Sidomulyo 1.365.137.000
15 Pucang 944.526.000
16  Purwosari 1.174.432.000
17 Donomulyo 1.118.920.000
18  Girikulon 1.117.586.000
19  Pirikan 1.224.247.000

Jumlah 20.257.888.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019

Anggaran desa yang diperoleh dari setiap pemerintah desa yang cukup besar
tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi
tindak kecurangan atau penyelewengan.

Keberhasilan terhadap pengelolaan dana desa tidak dapat dilepaskan
dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun
olen masyarakat. Menurut Widyatama et al., (2017) tentang pengaruh
kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas
pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa menunjukkan bahwa
pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa. Pengendalian internal diharapkan mampu memperbaiki kualitas
penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat menghindari
keterlambatan pencairan dana desa periode berikutnya. Pengendalian internal

yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan



ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, ekfektivitas,
dan mencegah terjadinya kerugian dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang
dilakukan oleh Yesinia et al., (2018) tentang Analisis Faktor Yang
Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Persamaan
penelitian ini adalah menggunakan semua variabel yang ada serta metode
yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah Pertama menambahkan
variabel partisipasi masyarakat karena selama ini pengawasan yang dilakukan
oleh masyarakat masih dirasa kurang maksimal. Sewajarnya musrenbang
dilakukan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Permendagri Nomor 66
Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang merupakan
program yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa,
bekerja dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Konsep
musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif.
Oleh karena itu adanya pertemuan rutin sangat penting guna membangun
kepentingan dan kemajuan desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju
apabila salah satu dari tiga komponen seperti pemerintah, masyarakat, swasta
tidak berperan atau berfungsi.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas
pengelolaan dana desa yang rentang penyelewengan. Keberhasilan
penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi
masyarakat desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan (Dewi & Gayatri,

2019). Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program



pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat. Peran serta
masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa penyelengaraan pembangunan dan
pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang
berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa
(Herli & Hafidhah, 2017).

Kedua objek penelitian dilakukan di Kecamatan Secang, Kabupaten
Magelang. Dalam pembuatan laporan keuangan yang akuntabel oleh
pemerintah harus mempunyai ketentuan yang jelas. Pemerintah daerah wajib
mempublikasikan informasi terkait rencana anggaran kepada masyarakat,
memiliki pendekatan proaktif kepada masyarakat dengan melakukan
transparansi melalui media informasi berupa website (Katarina, 2006). Dari
hasil wawancara yang dilakukan dengan perangkat desa bagian dana desa
menyatakan bahwa Kecamatan Secang belum membuat laporan realisasi
anggaran dalam merealisasikan dana desa, hanya saja mereka menggunakan
laporan pagu untuk merealisasikan dana desa tersebut. Selain itu sebagai
bentuk transparansi melalui media informasi seperti website juga tidak ada
untuk mempublikasikan hasil laporan keuangan. Dalam meningkatkan
akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah Deputi Pengawasan
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem
Manajemen Daerah (SIMDA). Dimana aplikasi ini digunakan untuk
menyelenggarakan akuntabilitas kinerja dan transapransi dalam pengelolaan

keuangan, serta menghasilkan informasi yang akurat dan tepat.



Hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian mengenai Pengaruh

Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi

Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang?

2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap

pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang?

3. Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang?
C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh peran perangkat desa
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang.

2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian
internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan
Secang Kabupaten Magelang.

3. Menguji secara empiris dan menganalisis partisipasi masyarakat terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten

Magelang.



D. Kontribusi Penelitian
1. Manfaat Teoritis:

a. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
bagi masyarakat dan bagi peneliti atas bukti empiris yang diperoleh dan
mengetahui pengaruh peran perangkat desa, sistem pengendalian
internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi pemerintah
desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktis:

a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta
evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta
menjalankan suatu kebijakan.

b. Penelitian ini diharapkan mampu membantu pengembangan desa
khususnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam melaksanakan
kegiatan dan kontribusi untuk kemajuan pemerintah dan masyarakat
setempat.

E. Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan



BAB Il TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab ini akan menguraikan mengenai teori sebagai dasar untuk
menganalisa pokok — pokok masalah dalam penelitian berupa telaah
teori, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model
penelitian.

BAB |1l METODA PENELITIAN
Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang
populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional,
pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan seputar deskripsi
data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis
deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, dan pengujian
hipotesis.

BAB V KESIMPULAN
Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi

kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori stewardship merupakan teori alternatif yang muncul dari
keberadaan teori agensi yang ada lebih dahulu dalam hubungan prinsipal
dan agen dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Sifat dasar manusia
yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori stewardship, dimana
diharapkan manajemen yang menjadi pengelola perusahaan dapat
mendahulukan  kepentingan perusahaan ataupun organisasi dari
kepentingan pribadinya (Jefri, 2018). Teori ini sebagai situasi dimana para
steward (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih
mementingkan principal (pemilik). Teori ini mengasumsikan bahwa
adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Stewardship tidak menciptakan melalui peraturan formal namun
lebih difasilitasi melalui stuktur organisasi yang membantu pemimpin
untuk menghasilkan kepercayaan interpersonal dan institusional. Strategi
organisasi dan motivasi intrinsik pada pengikut yang pada gilirannya
mendorong pengikut untuk bertindak dengan keberanian moral dalam
pelayanan kepada organisasi. Masalah keseimbangan dalam teori
stewardship ini adalah bagian penting dari mengambil tanggung jawab
pribadi, pelaku organisasi bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban

mereka kepada para pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi

10
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dengan menjunjung tinggi komitmen yang lebih luas terhadap norma
moral masyarakat dan universal. Pemimpin mendorong stewardship pada
pengikut mereka melalui berbagai relasional, motivasi, dan perilaku
kepemimpinan yang mendukung secara kontekstual (Hernandez, 2008).
Stewardship tercipta dari siklus berulang dari keputusan antargenerasi,
agar perilaku stewardship dilakukan melalui pertukaran sosial antara
pemimpin dan pengikut yang berkembang dari generasi ke generasi
(Hernandez, 2018).

Teori stewardship didasarkan pada pelayanan yang memiliki
perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak kerjasama
dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan
utilitas tinggi. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan
principal tidak sama, steward akan tetap menjunjung tinggi nilai
kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang
lebih besar pada perilaku kooperatif dan perilaku tersebut dianggap
perilaku rasional yang dapat diterima. Sehingga pihak pengelola akan
melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki
dalam mengefektifkan pengendalian intenal dan menciptakan budaya

organisasi yang baik (Jefri, 2018).

. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang amanah
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta

mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah
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yang berhak dan memiliki  kewajiban untuk  mendapatkan

pertanggungjawaban (Perdana, 2014). Akuntabilitas terdiri dari 3 jenis:

a. Akuntabilitas keuangan
Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban yang mencakup
laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan atau penerimaan,
penyimpanan, serta pengeluaran.

b. Akuntabilitas manfaat
Akuntabilitas manfaat adalah pertanggungjawaban yang terkait dengan
hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting
dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.

c. Akuntabilitas prosedural
Akuntabilitas prosedural adalah pertanggungjawaban terkait dengan
prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan etika, moralitas serta
kepastian hukum.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap
pelaksanaan wewennag yang dimilikinya, agar kewenangan tersebut
digunakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (Andriani &
Zulaika, 2019). Kewajiban untuk mempertangunggjawabkan dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau
pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Suatu organisasi juga bisa

dikatakan berhasil atau tidak dapat dilihat dari laporannya. Akuntabilitas
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sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan
atau bahkan kegagalan suatu organisasi dalam melakukan visi dan misi
dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui media

pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarkat setempat yang dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau
yang disebut dengan nama lain yang dibantu dengan beberapa perangkat
desa sebagai penyelenggara pemerintah desa Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014. Kemudian untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa akan
dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kelurahan sebagai wilayah kerja lurah
sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota dalam wilayah kecamatan.
Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui camat (Nordiawan
& Hertianti, 2010).
Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah melalui Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014
memberikan wewenang suatu desa untuk mengurus dan mengatur
pemerintahannya sendiri secara baik dan mandiri (Undang-Undang RI
Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa. Proses pengelolaan keuangan desa

menurut (BPKP RI, 2016) dimulai dari:
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a. Perencanaan (RKPDesa) vyaitu Kkeselarasan perencanaan, tingkat
partisipasi dan kualitas RKP Desa.

b. Penganggaran, terdiri dari Unifikasi dan integrasi Anggaran,
Harmonisasi Kades dan BPD, evaluasi APB Desa oleh kecamatan.

C. Pelaksanaan terdiri dari kewajiban perpajakan, kades “powerfull”.

d. Penatausahaan terdiri dari administrasi pembukuan, cara membuat SPJ,
mencatat kekayaan desa, konsep “Belanja Modal dan Belanja Barang”.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban terdiri dari jumlah laporan yang
harus dibuat dan tata cara pelaporan.

f. Pengawasan meliputi efektivitas pengawasan dan kesiapan aparat
pengawasan.

APBDes merupakan salah satu alat perencanaan dalam pengelolaan
keuangan desa yng diatur dalam Permendagri RI Nomor 113, 2014.
APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang
terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Begitu
besar peran yang diterima desa yang tentunya harus diserati tanggung
jawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan
prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana setiap kegiatan
atau periode akuntansi harus mempertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peran Perangkat Desa
Perangkat desa yaitu aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa.

Perangkat desa ialah salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu
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faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri

dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa (Indrianasari, 2017).

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri

dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur

desa dibawah naungan kepala desa. Peran dari perangkat desa diharapkan

bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang

dimiliki secara tepat dan mudah. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014

tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa membentuk pelaksana

teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari

perangkat desa. Sehingga perangkat desa mempunyai peran dalam

melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan

sehingga tercipta akuntabilitas (Yesinia et al., 2018).

Kepala desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah

penguasa tunggal dalam arti:

a. Memimpin pemerintah desa

b. Mengkoordinasi pembangunan desa

c. Membina kehidupan masyarakat disegala bidang

Menurut Widjaja (2002) yang dimaksud dengan perangkat desa adalah:

a. Unsur staf yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa)
bertanggung jawab kepada kepala desa.

b. Unsur pelaksana teknis yaitu kepala urusan, bertanggung jawab kepada

sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
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c. Unsur wilayah yaitu kepala dusun yang membantu kepala desa
diwilayah bagian desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu alat
pengendalian sistem internal ini dilaksanakan pada semua lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah PP Nomor 60 Tahun 2008.
Sistem Pengendalian Internal sendiri merupakan usaha, perbuatan dan
kegiatan yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan maupun semua
pegawai agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan cara kegiatan yang
tepat dan mudah, pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset negara,
dan tertib pada peraturan perundang-undangan. Tujuan sistem
pengendalian internal pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan
yang memadai tentang kegiatan efektif dan efisien, laporan keuangan yang
dapat diandalkan, penggunaan aset negara dan ketaan terhadap peraturan.
Adapun unsur pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta
pemantauan pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk
mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau
organisasi serta memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan
pendeteksian adanya tindakan fraud atau kecurangan. Dengan adanya
sistem pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa

dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat
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penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
Sehingga sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan
faktor yang penting karena dengan adanya sistem pengendalian dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan
dapat berimplikasi pada akuntabilitas desa tersebut (Widyatama et al.,
2017).
Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merujuk pada “keterlibatan anggota
masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk
aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok—kelompok
yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik yang
menggambarkan  kepentingan mereka” (Howell, 2015). Kondisi
masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi ini sekarang menuntut
pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untu mengelola pelayanan
publik secara lebih transparan serta partisipasi agar pelayanan menjadi
lebih efektif dan akuntabel. Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi
yang kuat dari masyarakat terhadap pembangunan, masyarakat dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pada tahap perecanaan
pembangunan di berbagai tingkatan (Bastian, 2010).

Partisipasi masyarakat sebagai proses ketika warga, sebagai individu
maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut

mempengaruhi proses perencanaan, pelakasanaan dan pemantauan
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kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.
Pendapat tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dari masyarakat
dalam segala aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik
itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam hal pemantauan
atau pengawasan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melbatkan
masyarakat dalam membuat keputusan namun masyarakat juga dilibatkan
dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.
Pembangunan akan gagal tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam
setiap kegiatan (Atiningsih, 2019).

B. Penelitian Sebelumnya
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No. Nama Variabel Hasil Penelitian
Penelitian
1. (Widyatama  Variabel Independen: Sistem pengendalian
etal., 2017) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh
Internal positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan
Variabel Dependen: Dana Desa.
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa
2. (Setiana & Variabel Independen: Peran perangkat desa
Yuliani, Peran Perangkat Desa berpengaruh positif
2017) terhadap akuntabilitas
Variabel Dependen: pengelolaan dana desa
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa
3. (Luthfi et al., Variabel Independen: Partisipasi ~ Masyarakat
2017) Partisipasi Masyarakat berpengaruh Positif
terhadap Pengelolaan
Variabel Dependen: Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa
4. (Indrianasari,  Variabel Independen Peran Perangkat Desa
2017) Peran Perangkat Desa berpengaruh positif
terhadap  Akuntabilitas

Variabel Dependen:
Akuntabilitas Pengelolaan

Pengelolaan Dana Desa



Dana Desa

Lanjutan 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

Variabel

Hasil Penelitian

Adnan, 2019)

Sujana, 2019)

(Atiningsih,

Variabel Independen:
Peran Perangkat Desa
Sistem Pengendalian
Internal

Variabel Dependen:
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa

Variabel Independen:
Partisipasi Masyarakat

Variabel Dependen:
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa

Variabel Independen:
Sistem Pengendalian
Internal

Variabel Dependen:
Pengelolaan Keuangan
Desa

Variabel Independen:
Sistem Pengendalian
Internal

Partisipasi Masyarakat

Variabel Dependen:
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa

Variabel Independen:
Peran Perangkat Desa

Variabel Dependen:
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa

Peran perangkat desa dan

sistem pengendalian
internal berpengaruh
positif  dan  signifikan
terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan
dana desa.

Partisipasi Masyarakat
berpegaruh positif
terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa.

Sistem Pengendalian
Internal berpengaruh
postif terhadap
Pengelolaan  Keuangan
Desa.

Sistem Pengendalian
Internal dan Partisipasi
Masyarakat berpengaruh
positif terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa.

Peran Perangkat Desa
berpengaruh positif
terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa



20

10. (Dewi & Variabel Independen: Pastisipasi masyarakat
Gayatri, Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif
2019) terhadap akuntabilitas

Variabel Dependen: pengelolaan dana desa.
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020
C. Perumusan Hipotesis
1. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa
Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain
kepala desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa
yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang
merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa. Sesuai rumusan
Undang-Undang Desa Pasal 1 Angka 3 kedudukan kepala desa adalah
membantu desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perangkat desa
dengan pengetahuan yang memadai akan sangat membantu dan
mendukung keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa
sebagai steward harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan
desa, terlebih jumlah dana desa yang setiap tahunnya meningkat.
Perangkat desa merupakan salah satu faktor pelaku desa yang
mempunyai peran penting dalam membuat kemajuan suatu bangsa melalui
desa (Indrianasari, 2017). Peran dari perangkat desa diharapkan bisa
mengelola dana desa dan mengembangkan masyarakat beserta sumber
daya yang dimiliki secara tepat. Perangkat desa berjalan dengan baik
terhadap akuntabilitas dana desa (Irma, 2019). Hal ini sejalan dengan teori

stewardship dimana perangkat desa sebagai steward bisa diajak kerjasana
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untuk dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang sudah dirancang
sebelumnya. Disini peran perangkat desa harus bertindak dengan
keberanian moral dalam pelayanan kepada organisasi.

Penelitian Indrianasari  (2017), Setiana & Yuliani (2017),
menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis yang diajukan
sebagai berikut:

H1l: Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008
adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal harus
memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat
menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan (Novikasari, 2017).

Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang
baik, sistem pengendalian internal sangat berperan. Sistem pengendalian
internal merupakan proses dimana setiap tindakan atau usaha yang
dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan seluruh pegawai agar

memberikan keyakinan agar tujua kelompok bisa tercapai dengan tepat
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dan mudah, laporan keuangan yang baik, serta ketaatan dengan terhadap
Peraturan Perundang-undangan (Yesinia et al., 2018). Sistem pengendalian
internal dalam pemerintah desa merupakan faktor yang sangat penting
karena akan berpengaruh langsung dalam pengambilan keputusan internal
pemerintah desa. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang
lebih besar pada perilaku kooperatif dan perilaku tersebut dianggap
perilaku rasional yang dapat diterima. Sehingga pihak pengelola akan
melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki
dalam mengefektifkan pengendalian intenal. Sebagai steward pemerintah
desa dapat mengarahkan dalam mengelola pengendalian internal agar
menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian Yesinia et al.,, (2018), Widyatama et al.,, (2017)
menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis yang
diajukan sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarkat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan
masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
Keberhasilan dan terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak

hanya dipengaruhi oleh pemimpin pemerintah dan para pegawainya saja,
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partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting sebagai
pendukung kegiatan baik secara fisik maupun non fisik.

Sejalan dengan teori stewardship bentuk akuntabilitas yang
dilakukan pemerintah desa dengan memberikan kesejahteraan dan
tanggung jawab kepada pihak masyarakat akan menimbulkan respon yang
baik kepada masyarakat. Respon vyang baik dimaksudkan untuk
memperoleh penilaian dari masyarakat dalam kinerja pemerintah dalam
hal kesesuaian dan permintaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat
diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam segala proses penetapan
kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian
terhadap pihak manjemen dalam menjalankan organisasi (Dewi & Gayatri,
2019). Partisipasi masyarakat bisa dikatakan bahwa ada keterlibatan
anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam
perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang
dikerjakan  masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat dapat
meningkatkan pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan Mada et al., (2017), Irma, (2019)
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis yang diajukan
sebagai berikut:

H3: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.



24

D. Model Penelitian

Berdasarkan hubungan variabel diatas, maka gambar kerangka

konsep sebagai berikut :

Peran Perangkat Desa
(PPD)

Akuntabilitas
Pengelolaan Dana
Desa (APDD)

Sistem Pengendalian
Internal (SPI)

Partisipasi masyarakat
(PM)

Gambar 2. 1. Model Penelitian



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah atau komunitas yang terdiri atas objek atau
subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,
2012:23). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
perangkat desa yang bekerja di Kelurahan se Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang sebanyak 19 Desa yang mendapatkan dana desa. Sampel adalah
sebagian dari populasi (Supranto, 2008). Sedangkan metode pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Metode purposive sampling yaitu teknik sampling non random sampling
dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-
ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat
menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa:
a. Kepala desa

b. Sekretaris desa

c. Kepala urusan keuangan
d. Kepala urusan umum

e. Kasi pemerintahan

f. Kepala dusun

2. Perangakt desa yang bekerja lebih dari satu tahun.
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B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu
penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif
yang diangkakan. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer
berupa kuesioner. Dimana data primer merupakan data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara
khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan peneliti.
Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok
tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik survei merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data
pada penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang
langsung disebarkan kepada kriteria responden di desa se- Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang. Variabel-variabel penelitian tersebut diukur dengan
menggunakan instrumen kuesioner yang berisi beberapa pernyataan.

Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini merupakan replikasi yang
diambil dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari
masing-masing variabel penelitian, responden diminta untuk memberikan
penilaian atau pendapat. Kuesioner yang telah diisi responden diseleksi
terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pada pengisiannya, tidak
akan dihitung dalam analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
survey diharapkan langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak

kembalinya kuesioner yang telah disebar.



D. Varibel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Varibel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No Variabel Definisi Skala
Pengukuran
1 Peran Perangkat Peran perangkat desa Skala likert 1-5,
Desa yaitu keikutsertaan yaitu skala 1 =
sekelompok orang Sangat Tidak
yang membimbing Setuju
Kepala Desa dalam sampai skala 5
membuat kebijakan dan = Sangat Setuju

2.

3.

Sistem
pengendalian
internal

Partisipasi
masyarakat

rancangan yang ada
dalam administrasi desa,
serta pembantu tugas
Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan
sebagai pelaksana teknis
(Yesinia et al., 2018)

Sistem Pengendalian
Internal  yaitu  proses
dimana setiap tindakan
atau usaha yang

dijalankan pimpinan dan
seluruh  pegawai agar
memberikan  keyakinan
agar tercapainya tujuan
kelompok melalui
kegiatan yang tepat dan
mudah, laporan keuangan
yang baik, keamanan
asset Negara dan ketatan
terhadap Peraturan
undang-undang (Yesinia
et al., 2018)

Partisipasi masyarakat
dapat diartikan sebagai
keikutsertaan masyarakat
dalam  segala  proses
penetapan kebijakan
maupun anggaran

pemerintah sebagai wujud
pengendalian terhadap
pihak manajemen dalam
menjalankan  organisasi
(Dewi & Gayatri, 2019)

Skala likert 1-5,
yaitu skala 1 =
Sangat Tidak
Setuju

sampali skala 5
= Sangat Setuju

Skala likert 1-5,
yaitu skala 1 =
Sangat Tidak
Setuju

sampai skala 5
= Sangat Setuju
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No Variabel

Definisi

Skala
Pengukuran

4. Akuntabilitas
Dana Desa

Kewajiban yang dimiliki
oleh individu yang
diamanati mengelola
sumber daya dengan cara
mempertanggungjawabkan
dan menerangkan Kkinerja
individu, badan hukum,
maupun pemimpin kepada
yang miliki hak untuk
menerima
pertanggungjawaban dan
keterangan (Mada et al.,
2017)

Skala likert 1-5
yaitu skala 1 =
Sangat Tidak
Setuju

Sampai skala 5
= Sangat Setuju

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020

E. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai

28

demografi

responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan,

tingkat jabatan, dan lama masa kerja. Metode ini digunakan sebagai teknik

analisis dengan tujuan untuk mejelaskan atau memberikan gambaran jumlah

kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim

dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean, dan

standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima.
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2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan
atau kesahihan suatu instrumen (Ghozali, 2018 : 97).Uji validitas ini
digunakan untuk mengukur valid atau sahnya suatu kuesioner. Kuesioner
dikatakan valid jika pertanyaan yang ada dalam kuesioner mampu untuk
mengungkapkan apa yang akan diukur oleh suatu kuesioner tersebut.

Pengujian validitas dilakukan dengan confirmatory factor analysis
(CFA). CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang
digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor
konfirmatori mengelompokkan masing-masing indikator kedalam
beberapa faktor apabila yang digunakan indikator konstruk, kemudian
dengan melihat dari nilai faktor loading-nya. Syarat yang hartus dipenuhi
pertama, loading factor harus signifikan. Karena loading factor yang
signifikan bisa jadi rendah nilainya, maka standardized loading estimated
harus sama dengan 0.05 atau lebih, dan idealnya 0.07 (Ghozali, 2018:
97). Jadi item pertanyaan yang memiliki loading factor > 0.50 dapat

dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas ini digunakan untuk menguji seberapa jauh
hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali
atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur

yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung
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Cronbach Alpha dari masing masing instrumen dalam suatu variabel.
Suatu instrumen dalam suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan
nilai koefisien Cronbach Alpha («) lebih besar dari 0,70 atau 70%
(Ghozali, 2018: 97).
3. Analisis Regresi Linier Berganda
Regresi linear berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat
digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen dan
beberapa variabel independen.

APDD = o + B1PPD + B2SPI + B3PM + ¢

Keterangan :
APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
o = Nilai Intersep (Konstan)

B1, B2, B3 = Koefisien Regresi

PPD = Peran Perangkat Desa

SPI = Sistem Pengendalian Internal
PM = Pasrtisipasi Masyarakat

e = error

4. Pengujian Hipotesis
a. Uji R? (Koefisien Determinasi)
Uji koefisien determinasi (uji R?) bertujuan untuk mengukur sejauh
mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel-variabel terikat, baik
secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ini adalah

antara nol sampai dengan satu (0 < R? < 1). Nilai R? yang kecil
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mengandung arti bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan
variasi variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2018: 97). Sebaliknya
nilai R? yang hampir mendekati satu mengandung arti bahwa variabel
bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel independen.
.Uji F

Nilai F digunakan untuk menguji ketepatan model. Pengujian ini
pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi
sampel dalam menaksir nilai aktual. Uji F ini juga menguji apakah
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara baik
atau untuk menguji apakah model yang digunakan sudah tepat atau tidak.

Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan
5% dengan derajat kebebasan pembilang df = k dan derajat kebebasan
penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian
dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika fritung > fraver» atau p value < a = 0.05 maka model yang
digunakan dalam penelitian bagus (fit).
2. JiKa fritung < ftaber, atau p value > o = 0.05 maka model yang

digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak fit).
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Ho ditolak

T

0=5%

Ho tidak
dapat ditolak

F tabel a

Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Ujit
Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel
independen terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018: 98). Uji T ini
digunakan untuk mengukur signifikan pengaruh pengambilan keputusan

dilakukan berdasarkan perbandingan nilai  tpjung Masing-masing

koefisiensi regresi dengan ty,pe Sesuai dengan tingkat signifikansi yang
digunakan. Tingkat kepercayaan 5% dengan derajat kebebasan df = n-1
yang digunakan dalam proses pengujian ini (Ghozali, 2018: 98).

1. Jika t hitung > t tabel atau p value < o = 0.05 maka Ho ditolak
atau Ha diterima, artinya variabel independen mempunyai
pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika t hitung <t tabel atau p value > a = 0.05 maka Ho diterima
atau Ha tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Ho tidak ditolak

Ho ditolak
o=5%

I

Gambar 3. 2
Penerimaan Uji t

t tabel a
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka
variabel peran perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi
masyarakat mempunyai kemampuan dalam menjelaskan pengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 27,5% sedangkan sisanya 72,5%
dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Variabel sistem
pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan peran perangkat desa tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan
Secang kabupaten Magelang.
B. Keterbatasan Penelitian
1. Variabel independen peran perangkat desa, sistem pengendalian internal
dan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini menjelaskan akuntabilitas
pengelolaan dana desa masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
variabel lain yang juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana
desa.
2. Tidak adanya masalah yang signifikan terkait akuntabilitas pengelolaan
dana desa di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
C. Saran
1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya memilih lokasi yang benar-benar

ada masalah terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.
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2. Penelitian selanjutnya dalam membuat Kkuesioner untuk memperhatikan
peraturan-peraturan yang baru agar penelitian yang dilakukan lebih akurat
dan wvalid seperti pada peraturan tentang pengelolaan dana desa

(Permendagri Nomor 20, 2018).
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